
BUPATI BARITO SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR 188.45 / / 2025

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

DI KABUPATEN BARITO SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

BUPATI BARITO SELATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 
Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Alokasi Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Barito 
Selatan Tahun Anggaran 2025;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang;
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6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 
Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Barito 
Selatan Tahun Anggaran 2025.

: Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU yaitu sebagai berikut:
a. alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan 

biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di 
Kabupaten Barito Selatan ditetapkan Sebesar 40% 
(empat puluh persen); dan

b. alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan 
kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
(FTKP) di Kabupaten Barito Selatan ditetapkan Sebesar 
60% |enam puluh persen).

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan 
ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan 
Tahun Anggaran 2025.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 
dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka 

Raya.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di 

Buntok.


